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Dewangga, Wisnu Aji. Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi dalam 
Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi (Studi Putusan Nomor 
7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2020. 
Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan 
uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP 
(Down of Payment), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah tanda jadi. 
Mengenai uang muka sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Pasal 1464 
KUH Perdata sama dengan hukum adat Indonesia, hanya mengatur mengenai 
uang panjar pada Pasal 1464 KUH Perdata. Sehingga seseorang berhak untuk 
tidak mengembalikan uang panjar tersebut. Pada dasarnya panjar sama artinya 
dengan uang muka, persekot, atau cengkeram yang sering menimbulkan sengketa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum uang panjar (Down 
Payment) sebagai tanda jadi dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi 
menurut hukum perdata dan mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam 
memputuskan perkara jual beli dengan uang panjar pada putusan nomor 
7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan 
pendekatan hukum normatif. Sumber datanya menggunakan data sekunder dengan 
metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data 
dilakukan secara deduktif dianalisa dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pada dasarnya panjar sama 
artinya dengan uang muka, persekot, cengkeram. Pengaturan mengenai panjar 
atau DP dalam hukum perdata dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 
KUH Perdata. Pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara sepihak, karena 
pada dasarnya jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah 
terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya 
(Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli adalah perjanjian, maka 
berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau 
dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak (tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak). 2) Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memputuskan 
perkara jual beli dengan uang panjar pada putusan nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl 
yaitu ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan atas alat-alat bukti yang 
diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan dan membuat terang sengketa yang 
terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat telah melakukan tindakan 
wanprestasi atas perjanjian secara lisan dan pernyataan tertulis yang dibuat oleh 
Tergugat. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Dewangga, Wisnu Aji. Down Payment as a Sign in the Subsidized House Sale 
and Purchase Agreement (Decision Study Number 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl). 
Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti 
University. 2020. 
One of the trading systems currently developing is the application of a 
down payment as a sign of binding agreement. This term is known as a DP (Down 
of Payment), or down payment. Also usually referred to as a sign so. Regarding 
the down payment itself, there are no provisions governing it. Article 1464 of the 
Civil Code is the same as Indonesian customary law, only regulates down-
payment in Article 1464 of the Civil Code. So that someone has the right not to 
return the down payment. Basically, the deposit is the same as a down payment, a 
deposit, or a stake which often creates disputes. 
This study aims to describe the law of down payment as a sign in the 
Subsidized House Sale and Purchase Agreement according to civil law and to 
know the legal basis for judges' considerations in deciding cases of buying and 
selling with down payment in decision number 7 / Pdt.GS / 2020 / PN. Date. This 
type of research is literature research with a normative legal approach. The data 
source uses secondary data with the method of collecting literature study data and 
documents. The data analysis method was done deductively and analyzed by 
qualitative normative method. 
The results of this study indicate that 1) Basically, advances are the same 
as advances, grants, grants. Regulations regarding down payment or DP in civil 
law can use the provisions in Article 1464 of the Civil Code. The buyer cannot 
cancel the sale and purchase unilaterally, because basically a sale and purchase is 
an agreement in which the sale and purchase is deemed to have occurred after the 
parties have reached an agreement regarding the price and goods (Article 1457 in 
conjunction with Article 1458 of the Civil Code). Sale and purchase is an 
agreement, so based on Article 1338 of the Civil Code, the agreement cannot be 
withdrawn or canceled without an agreement from both parties (it cannot be 
canceled unilaterally). 2) The legal basis for the judge's consideration in deciding 
cases of sale and purchase with down-payment in decision number 7 / Pdt.G.S / 
2020 / PN.T date, namely the provisions of Article 1338 of the Civil Code. Based 
on the evidence presented by the Plaintiff, it has shown and clarified the dispute 
that occurred between the Plaintiff and the Defendant. The Defendant has 
defaulted on the verbal agreement and written statement made by the Defendant. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become material for 
information and input for students, academics, practitioners, and all those in need 
in the Faculty of Law, Pancasakti University of Tegal. 
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A. Latar Belakang  
Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan 
uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP 
(Down of Payment), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah tanda 
jadi. Jual beli dengan sistem panjar (uang muka) merupakan jual beli yang 
dilakukan seseorang yang mana dia membeli sesuatu dan memberikan 
sebagian pembayarannya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, 
dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya.  
Ada berbagai alasan orang menggunakan sistem panjar (uang muka) 
dalam jual beli, salah satunya belum bisa melunasi harga barang akibat 
kurangnya jumlah uang sehingga pembeli memberikan setengah harga untuk 
barang yang ingin dibelinya. Dalam ilmu hukum, istilah panjar dikenal dalam 
hukum adat Indonesia yakni perikatan panjar. Soerjono Soekanto mengatakan 
bahwa ada kecenderungan bahwa panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang 
di dalamnya terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. 
Panjar itu muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual 
beli) telah terjadi afspraak, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah 
pembeli) memberikan sejumlah uang sebagai “panjar” atau tanda jadi. Adanya 
pemberian ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.1  
                                                 





Mencermati pendapat di atas, apabila tidak diberi panjar, maka kedua 
belah pihak merasa dirinya tidak terikat pada kesepakatan yang telah 
dilakukan. Jadi, kesepakatan saja tidak menimbulkan keterikatan. Menurut 
hukum adat, arti dari panjar itu hanyalah demikian, yaitu bahwa apabila yang 
memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap 
hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan 
itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan ditambah lagi 
dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan. 
Mengenai uang muka sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. 
Pasal 1464 KUH Perdata sama dengan hukum adat Indonesia, hanya mengatur 
mengenai uang panjar pada Pasal 1464 KUH Perdata bahwa “Jika pembelian 
dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat 
membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan 
uang panjarnya.” Sehingga apa yang dimaksud adalah uang panjar atau tanda 
jadi, maka seseorang berhak untuk tidak mengembalikan uang panjar tersebut. 
Pada dasarnya panjar sama artinya dengan uang muka, persekot, atau 
cengkeram. Sehingga panjar dan DP dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, 
mengenai DP dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUH Perdata 
yaitu bahwa seseorang berhak menolak mengembalikan DP tersebut dalam hal 
terjadi pembatalan secara sepihak. 
Pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara sepihak, karena pada 
dasarnya jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah terjadi 




(Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUH Perdata). Karena jual beli adalah perjanjian, 
maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, perjanjian tidak dapat ditarik kembali 
atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak (tidak dapat 
dibatalkan secara sepihak). 
Pengaturan hukum perikatan mempunyai sistem terbuka (open system) 
artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (personlijk recht) 
yang lain, selain yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan sistem 
terbuka tersebut, setiap orang bebas atau dapat mengadakan perikatan atau 
perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum 
diatur dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak 
terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, di mana setiap 
orang dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan 
bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), 
ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.2 
Sifat keterbukaan hukum perikatan dapat dikatakan bahwa setiap orang 
dapat mengadakan hak perseorangan berdasarkan asas konsensualitas dan 
kebebasan berkontrak, meskipun hak perseorangan yang diciptakannya 
tersebut belum mendapatkan pengaturan di dalam undang-undang. Hak 
perseorangan bersifat relatif, karenanya pemenuhannya pun dapat diatur 
sendiri secara berbeda oleh setiap orang, berlainan dari yang diatur dalam 
undang-undang. 3 
                                                 
2 Usman, Rachmadi, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 38. 




Perjanjian merupakan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau 
lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi 
persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 
1314 KUH Perdata.4 Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 
menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi yang membuatnya. 
Prinsipnya setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan termasuk dalam 
jual beli tidak boleh salah satu pihak konsumen ataupun pelaku usaha, dalam 
hal ini terutama konsumen yaitu pembeli sebagai pihak lemah cenderung 
untuk dirugikan. Transaksi jual beli yang di awali dengan pemberian uang 
panjar, merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan di lakukan. 
Artinya transaksi jual beli dengan pemberian uang panjar juga dapat 
berimplikasi rentannya pihak pembeli untuk dirugikan. 
Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli harus di dasarkan pada 
rasa saling, terutama berkaitan dengan kesepakatan mengenai keadaan objek 
yang diperjualbelikan. Selain itu penjual dan pembeli juga harus menyepakati 
akibat dari pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut. Rasa 
saling percaya dapat tumbuh dari ketaatan masyarakat pada norma-norma 
hukum dan norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan 
kemasyarakatan yang sesuai nilai moral dalam pandangan agama dan menjadi 
dasar karakter baik dalam pandangan dunia.5 
                                                 
4 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 355. 
5 Chapra, M. Umer, Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam, Jakarta: Bumi 




Pemberian uang panjar dapat terjadi secara lisan maupun secara 
tertulis, yang mana dalam KUH Perdata merupakan suatu bentuk perjanjian 
yang merupakan bagian dari perikatan dalam Buku ke III KUH Perdata. 
Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih, 
yang terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan, di mana pihak yang satu 
berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.6 
Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl, merupakan salah satu perkara 
terkait dengan uang panjar (down payment), yaitu pada tanggal 24 Januari 
2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian akad jual beli 
Rumah Subsidi, di Desa Sidapurna Rt. 036 Rw. 040 Kecamatan Dukuhturi 
Kabupaten seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), 
seperti yang telah ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 
24 Januari 2018. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian tersebut di atas, 
Penggugat juga telah membayar Uang Panjar (Down Payment) sebagai tanda 
jadi sebesar 10% (sepuluh persen), yaitu sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas 
Juta Rupiah) seperti terbukti dalam kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 
24 Januari 2018 dan 03 Juni 2018.  
Perjanjian tersebut di atas juga disepakati bahwa apabila Pengajuan 
Kredit Pembelian Rumah Subsidi tidak di ACC Oleh Bank BTN Kantor 
Cabang Tegal maka uang dikembalikan 100%, dan ditandatangani perjanjian 
yaitu  jatuh  pada  tanggal  24   Januari   2018.   Namun  setelah  6  bulan   dari  
                                                 
6 Badrulzaman, Mariam Darus, et al, Kompilasi Hukum Perikatan, Jakarta: Citra Aditya 




perjanjian Tergugat tidak memberikan kepastian terkait pembelian tersebut. 
Penggugat telah beberapa kali menanyakan hasil keputusan dari pihak bank 
kepada Tergugat pada Bulan Juni 2019 sampai Januari 2020. Sampai pada 
tanggal 01 April 2020, selaku kuasa Penggugat mendapatkan informasi dari 
Bank BTN Kantor Cabang Tegal bahwa pengajuan Kredit Penggugat tidak 
disetujui. Tergugat telah tidak menepati janjinya dengan tidak mengembalikan 
DP pembelian Rumah Subsidi sampai 2 tahun lamanya. 
Sistem jual beli pada perkara perdata di atas, dikenal dalam 
masyarakat kita dengan pembayaran DP (down payment) atau uang jadi. 
Intinya adalah sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang 
pembeli barang kepada penjual baik berjumlah sedikit atau bisa jadi setengah 
harga barang, apabila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu 
dimasukkan ke dalam harga pembayaran.  
Tidak semua perikatan harus dinyatakan secara tegas, apabila menurut 
kebiasaan selamanya dianggap diperjanjikan sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 1347 KUH Perdata. Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, para pihak 
pada dasarnya mengakui syarat-syarat adanya hak dan kewajiban, karena 
memberi akibat komersial terhadap maksud para pihak. Adapun hal yang 
harus diperhatikan adalah mengenai kewajiban yang tidak dinyatakan secara 
tegas dari suatu perikatan yang timbul dari keadaan yang tidak ada ketentuan 
yang tegas mengenai persoalan tersebut.7 
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Jual beli dengan uang panjar dikenal adanya sistem penghangusan 
uang panjar jika pihak pembeli gagal melanjutkan jual beli tersebut atau tidak 
melunaskan pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, sehingga 
sangat berdampak negatif bagi sebelah pihak. Sesungguhnya penghangusan 
uang panjar inilah yang menjadi problema dalam sistem jual beli panjar ini, 
karena bila ditinjau dari segi penjual (pihak pertama) merupakan pihak yang 
diuntungkan, sebab jika barangnya dipanjar dengan harga apapun dia hanya 
menunggu hasil dari pembeli (pihak kedua), dengan kata lain, pihak kedualah 
yang mendapat kerugian apabila dia gagal membelinya.  
Sebagian masyarakat belum mengetahui tetang boleh tidaknya jual beli 
dengan sistem panjar ini terkait penuntutan uang panjar kembali saat transaksi 
jual beli gagal. Secara lebih khusus jual beli rumah subsidi. Berdasarkan 
uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakulan penelitian lebih lanjut 
tentang permasalahan tersebut dengan menetapkan judul “Uang Panjar (Down 
Payment) sebagai Tanda Jadi dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi 
(Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl)”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana hukum uang panjar (Down Payment) sebagai tanda jadi dalam 
Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi menurut hukum perdata? 
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam memputuskan perkara jual 




C. Tujuan Penelitian  
Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini: 
1. Untuk mengkaji pengaturan hukum uang panjar (Down Payment) sebagai 
tanda jadi dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi menurut 
hukum perdata. 
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memputuskan 
perkara jual beli dengan uang panjar pada putusan nomor 7/Pdt.G.S/2020/ 
PN.Tgl. 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca 
maupun pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang hukum jual beli 
dengan uang panjar, baik secara teoritis maupun dari segi praktis.  
1. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya 
khasanah keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum terkaiat dengan 
hukum jual beli dengan uang panjar (down payment). Hasil penelitian ini 
juga dapat digunakan sebagai referensi guna penelitian selanjutnya terkait 
dengan permasalahan tersebut.  
2. Secara Praktis. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama 
bagi pihak-pihak bahwa pada dasarnya uang muka dalam jual beli rumah 
subsidi diberikan untuk tanda jadi pembayaran sebagai pengikat diri dari 
perjanjian jual beli tersebut. Untuk itu diharapkan dapat mengurangi 




dalam jual beli rumah bersubsidi sering dilakukan dengan prinsip 
kepercayaan, sehingga tidak diperjanjikan secara lisan maupun tulisan 
sehingga sering terjadi sengketa.  
E. Tinjauan Pustaka  
Fatimah, Siti (2015) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembatalan 
Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar (Studi Kasus di Desa Turi 
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian lapangan (field research) yang datanya diperoleh dari fakta-fakta 
yang telah terjadi di masyarakat yaitu tentang adanya praktik pembatalan akad 
jual beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh petani dan pedagang di 
Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Penelitian ini bersifat 
deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data, antara lain: observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggambarkan 
bagaimana pelaksanaan pembatalan jual beli bawang merah yang terjadi di 
Desa Turi, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan Pandangan hukum 
Islam terhadap pelaksanan pembatalan jual beli tersebut. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian jual beli merupakan 
perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kadang kita tidak 
menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, 
yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Dalam transaksi jual 
beli, kadang terjadi penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang 
bertransaksi atas transaksi yang telah sah dan ingin membatalkannya. Dalam 




oleh masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ketika 
penjual yang membatalkan jual beli, penjual hanya mengembalikan uang 
panjar saja, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas 
pembatalan yang dilakukan. yang menjadi permasalahan adalah mengapa 
terjadi ketidaksamaan (disequality) akibat hukum. Berdasarkan pengamatan 
penyusun adanya ketidaksamaan akibat hukum dalam pembatalan akad jual 
beli bawang merah berpanjar di Desa Turi karena adanya penguluran waktu 
pemanenan oleh pedagang. Dalam hal ini adanya ketidaksamaan tersebut 
diperbolehkan, karena pedagang melakukan hal yang dapat merugikan petani. 
Bauty, Dina Desrinah (2017) menulis penelitian tentang “Perjanjian 
Jual Beli Tanah Sistem Panjar yang Pembelinya Membatalkan Perjanjian 
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis perbandingan 
antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli tanah 
dengan sistem panjar yang pembelinya membatalkan perjanjian. Metode 
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum 
normatif. 
Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, bahwa menurut Hukum 
Islam terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda dalam perjanjian jual beli 
dengan sistem panjar, yaitu ada yang memperbolehkan uang yang dibayarkan 
sebagai panjar menjadi hak bagi pihak penjual dan ada yang tidak 
memperbolehkan uang yang dibayarkan sebagai panjar menjadi hak bagi 




bathil. Sedangkan menurut Hukum Perdata, bahwa uang yang dibayarkan 
sebagai panjar menjadi hak bagi pihak penjual dan tidak dapat dikembalikan 
kepada pihak pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata. 
Aini, Riska (2017) “Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang 
Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi 
Sumatera Utara (Perspektif Fikih As-Syafi’i dan Fikih Al-Hanbali)”. 
Penelitian ini membahas tentang praktek masyarakat di Kecamatan Laguboti 
Kabupaten Tobasa tentang jual beli tanah dengan sistem panjar (uang muka). 
Kerangka metodologi yang dipakai adalah kepustakaan dengan metode 
deskriptif dan juga dengan analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan 
menganalisa data kasus sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang valid. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa praktek yang tejadi di Kecamatan 
Laguboti Kabupaten Tobasa bahwa jual beli tanah dengan sistem uang panjar 
antara penjual tanah dan pembeli. Pembeli menyerahkan sejumlah uang 
kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli 
memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda 
jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk 
pembayaran penuh dengan harga tanah yang di sepakati dan juga membuat 
kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka 
uang panjar menjadi milik penjual. Pendapat fikih As-Syafi’i mengenai jual 
beli uang muka adalah berpendapat bahwa jual beli tidak sah berdasarkan, 
Hadis pertama diriwayatkan oleh Amru bin Syuaib dan Hadis yang kedua 




menghidari dari isi kandungan surah an-Nisa ayat 29. Sedangkan Pemahaman 
fikih Hanbali 72 tentang jual beli uang muka berpendapat bahwa jual beli 
tersebut adalah sah. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin 
Aslam dan Atsar sahabat atau praktek sahabat Nabi saw, yaitu Umar yang 
membeli bangunan penjara kepada Safwan bin Ummayyah. Pendapat yang 
berhubungan erat di Masyarakat Kecamatan Laguboti antara pendapat fikih 
As-Syafi’i dan fikih Hanbali tentang pelaksanaan jual beli tanah dengan 
system uang panjar adalah pendapat fikih Hanbali dimana praktek tersebut 
melakukan jual beli tanah dengan memakai uang panjar karena jual beli yang 
terjadi di Kecamatan Laguboti adalah boleh karena hal tersebut untuk imbalan 
sebagai hibah ganti rugi, dalam hal panjar itu mengikat waktu kepemilikan si 
pembeli. 
Putra, Awalil (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pembayaran 
Uang Muka Sewa Menyewa Rumah Berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum 
Islam”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktek penerapan 
uang muka dalam sewa menyewa rumah dan pandangan hukum Perdata dan 
hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa rumah. 
Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dikumpulkan dengan mempelajari 
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah, sedangkan 
penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan 




Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Hukum Perdata sewa 
menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. 
Penyewa maupun pemberi sewa yang membatalkan perjanjian dikategorikan 
sebagai pihak yang ingkar janji. Oleh karena itu kepada yang bersangkutan 
tidak diberikan hak untuk memiliki atau mengembalikan uang muka. 
Sedangkan dalam Hukum Islam sewa menyewa dijelaskan dalam Al-Qur’an 
dan Hadits. Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu keuntungan yang 
diperoleh dengan cara tidak semestinya tidak diperbolehkan untuk dimiliki. 
Dalam hal ini perbuatan tersebut dipandang tidak adil bagi penyewa karena 
pemilik rumah mengambil uang muka sedangkan penyewa belum pernah 
tinggal di rumah yang ingin disewakannya.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian 
merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya berasal dari 
dokumen yang merupakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ini bertujuan 
untuk mengkaji hukum uang panjar (Down Payment) sebagai tanda jadi dalam 
Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi menurut hukum perdata dan 
mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memputuskan perkara 




2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dilakukan 
untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian hukum yang 
normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, 
yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, 
keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana 
hukum terkemuka.8 
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas 
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan 
hukum.9 Penelitian normatif yang dimaksud yaitu menjelaskan data yang ada 
dengan kata-kata atau pernyataan terkait dengan sinkronisasi hukum yang 
berhubungan dengan jual beli dengan uang panjar.  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 
difokuskan pada peraturan perundang-undangan dan contoh putusan 
pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder.  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
artinya  mempunyai  otoritas. Sedangkan  bahan  hukum sekunder, yaitu bahan  
                                                 
8 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 25. 
9 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 




hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sifatnya tidak 
mengikat. Contohnya, hasil-hasil penelitian hukum, literatur (buku-buku 
ilmiah) hukum resmi maupun tidak resmi diterbitkan, jurnal, media massa, 
dan makalah-makalah. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi 
kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian 
kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-
teori dan informasi-informas serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan 
perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya terkait dengan kedudukan 
hukum identitas domisili dan peranan identitas domisili dalam menentukan 
kompetesi relatif. Studi dokumen dilakukan dengan mencari data-data berupa 
putusan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-
data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. 
Penejelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. 
Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.  
Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan 
cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian 
lapangan  menurut   kualitas   dan   kebenarannya   kemudian   disusun   secara 




dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), 
kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah 
dalam penelitian ini.10 
G. Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran tentang isi skripsi 
ini. Untuk memberikan gambaran skripsi, maka penulis menyusun sistematika 
penulisan sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan 
Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Pustaka 
Bab ini menguraikan materi terkait permasalahan penelitian, antara 
lain tinjauan umum tentang perjanjian jual beli meliputi: pengertian 
perjanjian, pengertian jual beli, perjanjian jual beli, asas-asas dan 
syarat perjanjian jual beli, subjek dan objek jual beli, hak dan 
kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli; Tinjauan umum 
tentang uang panjar (down payment), meliputi pengertian uang panjar 
(down payment), tujuan uang panjar (down payment); dan tinjauan 
umum tentang hukum perdata, meliputi pengertian hukum perdata, 
syarat sah perjanjian dalam hukum perdata.  
 
                                                 




Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
hukum uang panjar (down payment) sebagai tanda jadi dalam 
perjanjian akad jual beli rumah subsidi menurut hukum perdata dan 
dasar hukum pertimbangan hakim dalam memputuskan perkara jual 
beli dengan uang panjar pada putusan nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl. 
Bab IV Penutup  
Penutup berisi atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat 
membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
 
                                                                                                                                     





A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli  
1. Pengertian Perjanjian  
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst yang 
berasal dari bahasa Belanda atau contract yang berasal dari bahasa Inggris.11 
Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis 
atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 
bersepakat akan mentaati apa yang terkandung dalam persetujuan itu.”12 
Sedangkan dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah 
persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, 
masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat 
bersama.13 
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 
kepada orang lain atau dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan 
sesuatu hal yang menimbulkan suatu perikatan antara dua pihak yang 
membuatnya. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”  
                                                 
11 Salim, H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, 
hlm. 160. 
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar lkthasar Indonesi, Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005, hlm. 458. 




Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal.14 Sudikno Mertokusumo memberikan 
batasan bahwa perjanjian itu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau 
lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.15 
Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian, kontrak sebagai 
suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana, hukum memberikan ganti 
rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan 
dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus 
dilaksanakan.16 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum 
antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta, 
kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu 
juga, subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya 
sesuai dengan yang telah disepakatinya.17 
Pengertian lain mengenai perjanjian adalah suatu hubungan hukum 
yang merupakan peristiwa bertemunya dua perbuatan hukum yang masing-
masing berisi penawaran (aanbad) dan penerimaan (aanvarding), yang 
melahirkan kata sepakat atau persuaian kehendak diantara para pihak.18 Suatu 
perjanjian dapat dibuat baik dalam bentuk kata-kata secara lisan, maupun 
                                                 
14 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 36. 
15 Pangabean H.P, Praktik standard Contract (Perjanjian Baku dalam Perjanjian Kredit 
Perbankan), Bandung: Alumni, Bandung, 2012, hlm. 58. 
16 Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modem di Era Global. 
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 9-10. 
17 Salim, HS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2011, hlm. 27. 
18 Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 




dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dituangkan 
kedalam bentuk akta, biasanya perjanjian yang dibuat secara tertulis (akta) 
dipergunakan untuk kepentingan pembuktian. 
2. Pengertian Jual Beli  
Jual beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur khusus dalam 
KUH Perdata, dimana tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli 
maupun penjual dan dalam melakukan aktivitas. Dapat diartikan bahwa semua 
orang dapat melakukan aktivitas jual beli yang bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan masing-masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati 
oleh para pihak. 
Pengertian jual beli terkandung dalam Pasal 1457 KUH Perdata yakni, 
“suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang 
dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat dilihat bahwa 
jual beli merupaka suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau 
perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam 
bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang 
oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah 
satu bentuk perjanjian. 
Jual beli merupakan perjanjian konsensuil, yang artinya sudah 
dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah pada saat tercapainya kata 
sepakat antara kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 




antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai 
sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu 
belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. 
Jual beli terdapat pihak penjual dan pihak pembeli, pihak penjual 
adalah setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan 
atau jasa kepada pembeli. Pihak pembeli adalah setiap orang yang membeli 
dan memakai barang tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang 
lain. Jual beli dalam KUH Perdata diatur dalam buku ketiga bab lima Pasal 
1457 sampai dengan pasal 1540. Pasal 1457 tersebut berbunyi, “bahwa jual 
beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain umtuk 
membayar harga yang dijanjikan”. Sedagkan Pasal 1467 sampai Pasal 1470 
memuat peraturan istimewa mengenai jual beli tersebut. 
3. Perjanjian Jual Beli 
Hukum perjanjian Indonesia mengenal dua istilah yang berasal dari 
bahasa Belanda yaitu verbintenis dan overeenkomst. Verbintenis berasal dari 
kata verbinden yang artinya mengikat, oleh karenanya istilah verbintenissen 
diterjemahkan sebagai perikatan, sedangkan overeenkomst diterjemahkan 
sebagai perjanjian atau persetujuan.19 Jual beli termasuk dalam kelompok 
perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri 
dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.  
                                                 




Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam KUH Perdata 
maupun KUH Dagang. Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu 
perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam 
perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli 
kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk 
membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.20 
Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dengan cara memisahkan 
kata dari perjanjian jual beli menjadi perjanjian dan jual beli. Pengikatan Jual 
Beli pengertiannya menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual 
dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya 
unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah 
sertifikat belum ada karena masih dalam proses, belum terjadi pelunasan 
harga. Sedangkan menurut Herlien Budiono, perjanjian pengikatan jual beli 
adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan yang 
bentuknya bebas.21 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. 
Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau 
persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya 
untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan 
bahwa  dari  satu  pihak  perbuatan  dinamakan  penjual, sedangkan  dari pihak  
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yang lain dinamakan pembeli. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian 
jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju 
memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan 
sejumlah uang yang disebut harga.22 
Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan 
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan 
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.23 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah 
perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai 
kewajiban sebagai akibat yang diperbuatnya. Penjual wajib menyerahkan 
barang yang dijualnya dan sekaligus berhak atas pembayaran dari si pembeli. 
Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, 
dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan 
barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir 
apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat 
konsensual dari perjanjian jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata 
yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak 
seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, 
meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal 
lain  yang  disepakati terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap  
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tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak 
telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli, dan para pihak tidak 
mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 
perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada 
dalam perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.24 
Perjanjian jual beli harus diikuti proses penyerahan benda yang 
tergantung kepada jenis bendanya yaitu: 
a. Benda Bergerak, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan 
penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. 
b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, penyerahan akan piutang atas 
nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta 
otentik atau akta di bawah tangan. 
c. Benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, penyerahannya 
dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor 
Penyimpan Hipotek.25 
Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak 
penjual dan pembeli, apabila mereka sudah menyetujui dan bersepakat tentang 
keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum 
diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari 
persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. 
Harga  dan baranglah  menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang  
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yang hendak di jual, tidak mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang 
objek jual beli tidak di bayar dengan sesuatu harga, maka jual beli tersebut 
dianggap tidak ada. 
4. Asas-Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli 
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat 
dalam perjanjian jual beli. Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, namun 
secara umum asas perjanjian ada lima26, yaitu:  
a. Asas Kebebasan Berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang 
berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan 
berkontrak merupakan kebebasan kepada para pihak untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.27  
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam 
perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi 
manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi 
perkembangan hukum perjanjian. 
b. Asas Konsensualisme. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan 
bahwa salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya 
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kesepakatan dari kedua belah pihak.28 Asas konsensualisme mengandung 
pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara 
formal melainkan cukup dengan kesepakatan antara kedua belah pihak 
saja. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan 
dari kedua belah pihak. 
c. Asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 
ayat (1) KUH Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah 
berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang 
membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena 
kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji 
tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. 
d. Asas iktikad baik (Goede Trouw). Perjanjian harus dilaksanakan dengan 
iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata). Iktikad baik ada dua 
yaitu, sebagai berikut:  
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.  
2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.29  
e. Asas Kepribadian. Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 
perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam 
Pasal 1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.30 
Menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu: 1) Kebebasan 
mengadakan perjanjian, 2) Konsensualisme, 3) Kepercayaan, 4) Kekuatan 
                                                 
28 Ibid, hlm. 9. 
29 Rahardjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, 
hlm. 45. 




Mengikat, 5) Persamaan Hukum, 6) Keseimbangan, 7) Kepastian Hukum, 8) 
Moral, 9) Kepatutan, dan 10) Kebiasaan.31 Syarat sahnya suatu perjanjian 
seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat 
sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu 
jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu 
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam 
perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan 
kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga 
dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama-
sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang 
diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang 
sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, 
yaitu dengan: 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis. 
2) Bahasa yang sempurna secara lisan. 
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. 
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan 
                                                 





dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak 
lawannya. 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.  
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.32  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang 
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta 
otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta 
yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang 
membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau 
dihadapan pejabat yang berwenang. 
Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata 
sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas/tidak sempurna apabila 
didasarkan: Kekhilafan (dwaling), Paksaan (geveld), dan Penipuan 
(bedrog). Adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian telah ada dan 
mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu 
perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. 
Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat 
hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah 
orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun 
                                                 




sesuai dengan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam 
Pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum adalah 1) Orang yang belum dewasa, 2) Orang yang 
dibawah pengampuan, dan 3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa 
Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 
tanggal 5 September 1963, orang perempuan tidak lagi digolongkan 
sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan 
hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. 
c. Suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek 
perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa 
barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek 
Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas: 
1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. 
2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 
membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  
3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan suatu 
bangunan, perjanjian tidak menggunakan merek dagang tertentu.33  
Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat, 
sebagai berikut:  
1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau 
sedikitnya dapat ditentukan jenisnya.  
                                                 




2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu 
kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 
3) Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.34 
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang 
halal. Isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua 
merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan 
syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan 
dengan objek perjanjian.  
Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka 
perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta 
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang 
memberikan ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga 
dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut 
batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada 
sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila 
terjadi masalah di kemudian hari. 
 
 
                                                 





5. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari 
perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia  
dan badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan 
hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual 
dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah 
menikah. Namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan 
untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:  
a. Jual beli suami istri. Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual 
beli antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka 
sejak saat itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama 
kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada 
pengecualiannya yaitu:  
1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri 
atau suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk 
memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. 
2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga 
dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, 
misalnya mengembalikan benda istri yang telah dijual atau uang yang 
menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan. 
3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk 
melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya 




b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan 
Notaris. Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya 
terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu 
tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan 
untuk penggantian biaya, rugi dan bunga. 
c. Pegawai yang memangku jabatan umum, dalam hal ini adalah membeli 
untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.35  
Objek jual Beli yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, 
ukuran, dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk 
diperjualbelikan adalah:  
a. Benda atau barang orang lain 
b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang (obat terlarang) 
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan 
d. Kesusilaan yang baik.36 
Pasal 1457 KUH Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa 
yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, zaak 
adalah barang atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang 
dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu 
hak atas suatu barang yang bukan hak milik. 
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6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 
Setiap perjanjian jual beli pada dasarnya akan menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pada 
pokoknya kewajiban penjual menurut Pasal 1474 KUH Perdata: 
a. Kewajiban penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli; 
b. Kewajiban penjual pertanggungan atau jaminan (vrijwaring), bahwa 
barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik yang berupa 
tuntutan maupun pembedaan. 
Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari 
pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. 
Sedangkan Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda 
yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh 
maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk 
masing-masing barang tersebut yaitu:  
1) Penyerahan Benda Bergerak. Mengenai Penyerahan benda bergerak 
terdapat dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Penyerahan 
kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan 
penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama 
pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam 




2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak. Mengenai Penyerahan benda tidak 
bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUH Perdata yang menyebutkan 
bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik 
nama. Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain 
dilakukan dengan akta notaris. 
3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh. Diatur dalam Pasal 613 KUH 
Perdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama 
dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus 
diberitahukan kepada dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. 
Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan 
penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk 
dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.37 
b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
terhadap cacat-cacat tersembunyi. 
Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on 
Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban 
pokok dari penjual yaitu sebagai berikut:  
1) Menyerahkan barang 
2) Menyerahterimakan dokumen 
3) Memindahkan Hak Milik.38 
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Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, 
baik secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional telah diatur 
tentang kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 
mengatur tentang kewajiban pembeli. Ada tiga kewajiban pokok pembeli: 
1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual 
2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak 
3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.39  
Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk 
tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas 
yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan 
untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di 
tempat yang disepakati kedua belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli: 
1) Membayar harga barang sesuai dengan janji yang telah dibuat. 
2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos 
antar, biaya akta dan sebagainya, kecuali diperjanjikan sebaliknya. 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak 
pembeli adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban 
dari Pihak Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli. Cara 
penyerahan benda yang diperjualbelikan berbeda berdasarkan kualifikasi 
barang yang diperjualbelikan tersebut, adapun cara penyerahan tersebut 
sebagai berikut: 
                                                 




a.  Penyerahan benda bergerak. Mengenai Penyerahan benda bergerak 
terdapat dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Penyerahan 
kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan 
penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, 
atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana 
kebendaan itu berada. 
b. Penyerahan benda tidak bergerak. Mengenai Penyerahan benda tidak 
bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUH Perdata yang menyebutkan 
bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. 
Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan 
dengan akta notaris. 
c. Penyerahan benda tidak bertubuh. Diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata 
yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan 
akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada 
dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap 
piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, 
penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan 
penyerahan surat disertai dengan endosemen.40 
Penjual juga berkewajiban untuk menanggung atau menjamin barang 
yang di perjualbelikan. Berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata, terdapat dua 
hal yang wajib menjadi tanggung jawab atau jaminan oleh penjual terhadap 
barang yang diperjualbelikan, yakni: 
                                                 




a.  Menjamin pengguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram. 
b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa 
dapat menjadi alasan pembatalan. 
Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga dari barang yang 
dibelinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sepakati di dalam 
perjanjian. Sedangkan tiga kewajiban pokok pembeli, yaitu: 
a. Memeriksa barang-barang yang dikirimoleh penjual. 
b. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak. 
c. Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.41 
Apabila pada waktu pembuatan perjanjian tidak ditetapkan tempat, 
maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan 
harus dilakukan sesuai yang terdapat dalam Pasal 1514 KUH Perdata. Jika 
pembeli tidak membayarkan harga dari pembelian, menurut Pasal 1517 KUH 
Perdata penjual dapat menuntut pembatalan pembelian. Hak dari penjual 
adalah menerima atau mendapatkan bayaran dari pembeli sesuai dengan 
kesepakatan, sedangkan hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah 
dibelinya, baik secara yuridis maupun secara nyata. 
B. Tinjauan Umum tentang Uang Panjar (Down Payment) 
1. Pengertian Uang Panjar (Down Payment) 
Pengertian panjar (urbun) dipahami bahwa, masyarakat kita mengenal 
istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah  
                                                 




uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa arab uang 
panjar (uang muka) dikenal dengan istilah al-'urbun artinya seorang pembeli 
memberi uang panjar (down payment). Dinamakan demikian karena di dalam 
akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain 
yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah 
dipanjar oleh pembeli pertama.42 
Uang muka (down payment) adalah sejumlah uang yang dibayarkan 
terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian, panjar, persekot.43 Panjar atau 
panjar dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang atau barang dari 
penjual atau penyewa sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan 
bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli 
membatalkan maka panjar itu tidak dapat diminta kembali.44 
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada kecenderungan bahwa 
panjar itu diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya terselip unsur saling 
percaya mempercayai antara para pihak. Panjar itu muncul apabila dalam 
suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah terjadi afspraak, di mana 
salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) memberikan sejumlah uang 
sebagai “panjar” atau tanda jadi. Adanya pemberian ini menimbulkan 
keterikatan antara kedua belah pihak.45  
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Panjar secara terminologis berarti uang yang dibayarkan di awal oleh 
pembeli, dimana uang tersebut akan hangus apabila pembelian tidak 
dilanjutkan, namun apabila sebaliknya maka uang yang telah dibayarkan di 
awal tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran obyek transaksi 
tersebut.46 Uang panjar diartikan sebagai uang yang dibayarkan pembeli 
sebagai tanda jadi atau pengikat yang secara langsung menegaskan bahwa jual 
beli tersebut dapat dilaksanakan, dan apabila dalam prosesnya jual beli 
tersebut dibatalkan maka uang muka tersebut tidak bisa diminta kembali.  
Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian di atas dapat penulis 
disimpulkan bahwa uang panjar atau uang muka adalah patokan harga 
terendah (minimal) yang dijadikan sebagai awal pembelian suatu barang, 
dengan waktu pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan penjual dan 
pembeli. Apabila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang muka itu 
dimasukkan ke dalam harga pembayaran, sedangkan apabila tidak jadi, maka 
menjadi milik penjual. Atau seorang membeli barang dan menyerahkan 
sedikit uang atau lebih kepada penjualnya, dengan ketentuan apabila pembeli 
mengambil barang tersebut maka uang panjar tersebut dihitung pembayaran 
dan bila gagal maka itu milik penjual.  
2. Tujuan Uang Panjar (Down Payment) 
Uang muka dan kredit adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh 
suatu  oleh  perusahaan,  melalui  kebijakan   bagian   pemasaran  (marketing).  
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Menurut American Marketing Association, “pemasaran diartikan sebagai hasil 
prestasi kerja kegiatan usaha yang langsung berkaitan dengan mengalirnya 
barang atau jasa dari produsen ke konsumen.”47 Sering sekali sebuah 
perusahaan dagang melakukan pemasaran dengan menggunakan gabungan 
beberapa variabel yang sering dikenal bauran pemasaran (marketing mix).  
Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan interaksi empat 
variabel utama dalam sistem pemasaran yaitu produk/jasa, penentuan harga, 
distribusi, dan promosi. Arti penting setiap variabel tersebut berbeda, 
tergantung pada industri, misi perusahaan dan ukuran perusahaan maupun 
sejumlah faktor lingkungan.48 Keempat variabel tersebut menempati posisi 
yang penting dalam pemasaran, karena misalnya tanpa adanya produk tidak 
akan bisa menawarkan apa-apa. Selain itu harga barangpun akan menjadi 
salah satu indikator dari barang atau jasa tersebut di beli oleh konsumen. 
Karena meskipun suatu barang atau jasa dibutuhkan oleh konsumen, tetapi 
dengan harga yang tidak sesuai, maka konsumen tersebut tidak akan menjadi 
membelinya. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan dalam hal 
memberikan harga yang tepat salah satunya dengan uang muka dan kredit. 
Tujuan dari diterapkan system pembayaran jual beli dengan 
menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan 
pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, diantara kedua belah pihak baik 
penjual  dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi  
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yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya 
unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan. 
Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan: 
a. Simpanan uang panjar menunjukan kesungguhan pembeli, yang 
mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar; 
b. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan 
sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya 
kontraknya gagal.49 
Gambaran bentuk jual beli dengan uang panjar (down payment) yaitu, 
sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seorang pembeli barang kepada 
si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu 
dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka uang yang 
dibayarkan di muka menjadi milik si penjual. Atau seorang pembeli 
menyerahkan sejumlah uang dan mengatakan: “Apabila saya ambil barang 
tersebut, maka (uang muka/down payment) ini sebagai bagian dari nilai harga. 
Dan bila saya membatalkannya (tidak jadi membelinya) maka uang ini 
menjadi milik anda (penjual)”.  
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata  
1. Pengertian Hukum Perdata 
Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk 
melaksanakan  hak  menurut  kehendaknya  sendiri  yang  bersifat   sewenang- 
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wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan 
menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak 
dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak 
kita.50 Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu 
dengan orang lain di dalam  masyarakat yang menitikberatkan kepada 
kepentingan perseorangan (pribadi).  
Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli, 
sebagai berikut: 
1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang 
mengatur kepentingan warga negara perseorangan satu dengan 
perseorangan lainnya. 
2. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan 
yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau 
badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada 
kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran 
yang dilakukan sebagaimana telah ditetapkan dalam KUH Perdata. 
3. Soediman Kartohadiprodjo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 
4. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan 
yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang 
lain di dalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 
                                                 





5. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat 
materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.51 
Pengertian hukum perdata menurut Salim H.S. adalah keseluruhan 
kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang 
mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek         
hukum  yang  lain  dalam  hubungan   kekeluargaan  dan  di  dalam   pergaulan  
kemasyarakatan. Riduan Syahrani memberi pengertian hukum perdata ialah 
hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang 
lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan (pribadi).52 
Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat 
disimpulkan pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan 
hukumnya. Namun tidak semua hukum perdata tersebut secara murni 
mengatur hubungan hukum mengenai kepentigan pribadi seperti dalam 
pegertian hukum perdata di atas, melainkan karena perkembangan masyarakat 
akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh 
hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur hubungan yang 
menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum 
perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai 
hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. 
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Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam 
Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijke Wetbook) maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak 
tertulis yaitu hukum adat, merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. 
2. Syarat Sah Perjanjian dalam Hukum Perdata 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat 
yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi 
akibat hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 
KUH Perdata, syarat-syarat sah perjanjian ada empat, yaitu: 
a. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat 
perjanjian (konsekuensi), 
b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), 
c. Ada suatu hal tertentu (objek), 
d. Ada suatu sebab yang halal (causa).53 
Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan 
diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. 
Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, 
kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjiann itu berlaku antara 
mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, 
sehingga menimbulkan sengketa, maka Hakim akan membatalkan atau 
menyatakan perjanjian itu batal.54 
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Berdasarkan teori di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 (lima) 
asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Adapun asas-asas dalam 
melakukan perjanjiantersebut, yaitu: 
a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Asas kebebasan 
berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. Dalam asas ini memberikan kebebasan 
membuat perjanjiandengan siapapun, bentuk perjanjian (lisan atau 
tertulis), menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan. 
b. Asas konsensualisme (concensualism). Asas konsensualisme pada Pasal 
1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal ini bahwa salah satu syarat sahnya 
perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. 
c. Asas kepastian hukum (pacta sun servanda). Pasal 1338 ayat (1) berbunyi: 
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai ndang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.” 
d. Asas itikad baik (good faith). Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: 
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini berarti itikad 
baik dalam pembuatan perjanjian tidak oleh dicemari oleh maksud-maksud 
untuk melakukan tipu daya atau menutupi keadaaan sebenarnya. 
e. Asas Kepribadian (Personality). Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: 
“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini 
mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya 
berlaku bagi mereka yang membuatnya. 
46 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hukum Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi dalam 
Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi menurut Hukum Perdata 
Istilah panjar dalam ilmu hukum dikenal dalam hukum adat Indonesia 
yakni perikatan panjar. Panjar diartikan sebagai tanda jadi, yang di dalamnya 
terselip unsur saling percaya mempercayai antara para pihak. Panjar itu 
muncul apabila dalam suatu sikap tindak tertentu (misalnya jual beli) telah 
terjadi afspraak, di mana salah satu pihak (dalam jual beli adalah pembeli) 
memberikan sejumlah uang sebagai panjar atau tanda jadi. Adanya pemberian 
ini menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak.55  
Menurut hukum adat, arti dari panjar yaitu bahwa apabila yang 
memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu dianggap 
hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan kesepakatan 
itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan ditambah lagi 
dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan. Mengenai panjar atau 
uang muka sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Pasal 1464 KUH 
Perdata sama dengan hukum adat Indonesia, hanya mengatur mengenai uang 
panjar. 
Pasal 1464 KUH Perdata: 
Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak 
tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 
mengembalikan uang panjarnya. 
                                                 




Mencermati pasal di atas, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud 
adalah uang panjar atau tanda jadi, maka seseorang berhak untuk tidak 
mengembalikan uang panjar tersebut. Apabila yang dimaksud adalah Down 
Payment (DP), walaupun tidak ada pengaturan mengenai uang muka, pada 
dasarnya panjar sama artinya dengan uang muka, persekot, cengkeram. 
Dengan demikian panjar dan DP dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, 
mengenai DP dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUH Perdata 
yaitu bahwa seseorang punya hak atau berhak menolak mengembalikan DP 
tersebut dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak oleh pihak lainya yang 
memberikan uang panjar.  
Selain itu, pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara sepihak, 
karena pada dasarnya jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap 
telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan 
barangnya (Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli adalah 
perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tidak dapat 
ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak 
(tidak dapat dibatalkan secara sepihak). 
Pasal 1457 KUH Perdata: 
Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk 
membayar harga yang dijanjikan. 
Pasal 1458 KUH Perdata: 
Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-
orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, 





Pasal 1338 KUH Perdata: 
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 
dilaksanakan dengan itikad baik. 
Apabila Pembeli tetap tidak mau membayar barang sesuai perjanjian, 
maka Penjual dapat menggugat pembeli tersebut atas dasar wanprestasi, 
dengan sebelumnya memberikan somasi terlebih dahulu kepada pembeli 
tersebut untuk memenuhi prestasinya. Pada prinsipnya jual beli merupakan 
perjanjian. Perjanjian didasarkan pada kesepakatan dan harus dilaksanakan 
dengan itikad baik, serta tidak boleh dirubah sepihak tanpa ada persetujuan 
dari pihak lainnya (Pasal 1338 KUH Perdata). 
Kasus pembatalan sepihak (pembeli tidak jadi beli) merupakan bentuk 
wanprestasi (ingkar janji) sehingga pembeli tidak boleh membatalkan 
pembelian tersebut dengan menyuruh mengembalikan uang muka (panjar) 
yang sudah pernah dia berikan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1464 KUH 
Perdata, bahwa jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka 
salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh 
memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. 
Putusan Mahkamah Agung dalam praktek peradilan yang pada intinya 
menegaskan bahwa pembeli tidak wajib mengembalikan uang muka (panjar), 
antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 2661 K/Perdata/2004 tanggal 28 
Februari 2006, dengan pertimbangan hukum: 
“karena ternyata Penggugat/Terbanding wanprestasi telah tidak membayar 
kekurangan sisa pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh 




2003, maka menurut kebiasaan dalam dunia bisnis/perdagangan pihak 
Tergugat/Pembanding tidak punya kewajiban untuk mengembalikan 
pembayaran uang muka tersebut kepada Penggugat/Terbanding” 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal 
yang melakukan pembatalan perjanjian (wanprestasi) adalah pihak pembeli, 
maka sebagai penjual tidak wajib mengembalikan uang muka (panjar) 
tersebut. Sesuai dengan asas konsensualisme yang terdapat dalam Hukum 
Acara Perdata, bahwa Perjanjian jual beli itu lahir ketika terjadi kata “sepakat” 
dimana ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata bahwa “Jual-beli dianggap 
sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai 
sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan 
maupun harganya belum dibayar”. Hal ini sejalan dengan hukum adat bahwa 
apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu 
dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan 
kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan 
ditambah lagi dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan. 
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga dijelaskan syarat-syarat sahnya 
suatu Perjanjian, yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal 
Setiap transaksi jual/beli, para pihak sebaiknya menuangkan 




yang dituangkan dalam Perjanjian, dan diaktakan dihadapan Notaris 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. 
Akta Notaris digolongkan sebagai salah satu Akta Otentik sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu 
akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik merupakan 
salah satu alat bukti yang diakui oleh KUH Perdata. Sedangkan terhadap 
pembayaran berupa panjar atau uang muka, sebaiknya disebutkan dalam 
Perjanjian, yaitu dengan menyebutkan tahapan pembayaran, besaran uang 
untuk masing-masing tahapan pembayaran, maupun denda keterlambatan 
apabila terjadi keterlambatan pembayaran sehingga para pihak mengetahui 
secara jelas hak dan kewajibannya masing-masing.  
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memputuskan Perkara Jual 
Beli dengan Uang Panjar pada Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl 
Sesuai dengan pada pembahasan sebelumnya bahwa panjar atau uang 
muka tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Pasal 1464 KUH Perdata sama 
dengan hukum adat Indonesia, hanya mengatur mengenai uang panjar bahwa 
jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak 
tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau 
mengembalikan uang panjarnya. Penelitian ini akan mengkaji dasar hukum 
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara jual beli dengan uang panjar 




1. Kasus Posisi  
Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl, merupakan salah satu 
perkara terkait dengan uang panjar (down payment), yaitu pada tanggal 24 
Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian 
akad jual beli Rumah Subsidi, di Desa Sidapurna Rt. 036 Rw. 040 
Kecamatan Dukuhturi Kabupaten seharga Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga 
Puluh Juta Rupiah), seperti yang telah ditandatangani oleh Penggugat 
dengan Tergugat tertanggal 24 Januari 2018. Sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian tersebut di atas, Penggugat juga telah membayar Uang Panjar 
(Down Payment) sebagai tanda jadi sebesar 10% (sepuluh persen), yaitu 
sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) seperti terbukti dalam 
kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 24 Januari 2018 dan 03 Juni 
2018.  
Perjanjian tersebut di atas juga disepakati bahwa apabila Pengajuan 
Kredit Pembelian Rumah Subsidi tidak di ACC Oleh Bank BTN Kantor 
Cabang Tegal maka uang dikembalikan 100%, dan ditandatangani 
perjanjian yaitu jatuh pada tanggal 24 Januari 2018. Namun setelah 6 
bulan dari perjanjian Tergugat tidak memberikan kepastian terkait 
pembelian tersebut sampai 2 tahun lebih lamanya. Penggugat telah 
beberapa kali menanyakan hasil keputusan dari pihak bank kepada 
Tergugat pada Bulan Juni 2019 sampai Januari 2020.  
Pada tanggal 01 April 2020, selaku kuasa Penggugat mendapatkan 




Penggugat tidak disetujui. Tergugat telah tidak menepati janjinya dengan 
tidak mengembalikan DP pembelian Rumah Subsidi sampai 2 tahun 
lamanya. Penggugat menganggap perbuatan Tergugat yang telah cedera 
janji (Wanprestasi), yaitu Tergugat telah menghina, membohongi, tidak 
memiliki itikad baik dan hal tersebut sangat merugikan bagi Penggugat. 
Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa 
pengembalian uang panjar (Down Payment) kepada Penggugat dengan 
seketika dan sekaligus. 
2. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Memputuskan Perkara 
Jual Beli dengan Uang Panjar 
Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Tergugat 
telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat terkait dengan 
pembayaran DP (Down Payment) rumah bersubsidi type 36/60 perum 
Purna Jaya di Desa Sidapurna Rt. 036 Rw 040 Kecamatan Dukuturi 
Kabupaten Tegal, seharga Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta 
rupiah), oleh Penggugat telah membayar uang panjar (Down Payment) 
sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu sejumlah Rp. 13 .000.000.- (tiga belas 
juta rupiah), dan dalam perjanjian tersebut disepakati apabila pengajuan 
kredit pembelian rumah subsidi tidak di ACC oleh Bank BTN maka uang 
dikembalikan 100%, namun Tergugat tidak menepati janjinya janjinya 
dengan tidak mengembalikan DP pembelian rumah subsidi tersebut. 
Penggugat mengajukan alat bukti surat untuk membuktikan dalil 




a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Supriyanti NIK 
3328134503930004, bermaterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya 
disebut P-1; 
b. Fotokopi kwitansi Pembayaran DP rumah bersubsidi type 36/60 desa 
Sidapurna Rt 36/04 Dukuhturi Tegal dari Desi Supriyanti kepada 
Nurjanah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bermaterai cukup 
sesuai dengan asli selanjutnya disebut P-2;  
c. Fotokopi kwitansi Pembayaran DP kelebihan tanah rumah subsidi type 
36/60 perum Purna Jaya desa Sidapurna Rt 36/04 dari Desi Supriyanti 
kepada Nurjanah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
bermaterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut P-3;  
d. Fotokopi surat pemberitahuan keputusan aplikasi kredit dari Bank 
BTN Cabang Tegal kepada Kherul Amin tertanggal 1 April 2020, 
bermaterai cukup sesuai dengan asli selanjutnya disebut P-4. 
Bukti-bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi 
materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan dinyatakan 
sah serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama 
Saksi Moh. Bajuri dan Muksin. 
Pertimbangan hakim setelah membaca dan mencermati posita 
gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka 
dapat diperoleh fakta hukum bahwa:  
a. Telah terjadi pembayaran uang sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga 




rumah bersubsidi type 36/60 perum Purna Jaya, desa Sidapurna Rt 
36/04 Dukuhturi Kabupaten Tegal;  
b. Tergugat menyatakan akan mengembalikan uang DP dari Penggugat 
sebesar 100%, jika pengajuan kredit perumahan BTN tidak disetujui; 
c. Aplikasi pengajuan kredit rumah dari Penggugat tidak didisetujui oleh 
Bank BTN Kantor Cabang Tegal; 
d. Saksi Muksin pernah diajak Penggugat pergi kerumah Tergugat untuk 
menagih pengembalian uang, namun Tergugat menyatakan berjanji 
akan mengembalikan uangnya namun sampai saat ini belum 
dikembalikan baik seluruhnya maupun sebagian; 
e. Kherul Amin adalah suami dari Penggugat. 
Sengketa dalam perkara nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl adalah 
pembayaran DP sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana 
bukti kwitansi Pembayaran DP rumah bersubsidi type 36/60 desa 
Sidapurna Rt 36/04 Dukuhturi Tegal dari Desi Supriyanti kepada Nurjanah 
dan DP sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana 
bukti kwitansi Pembayaran DP kelebihan tanah rumah subsidi type 36/60 
perum Purna Jaya desa Sidapurna Rt 36/04 dari Desi Supriyanti kepada 
Nurjanah. Dengan demikian nilai sengketa dalam perkara tersebut secara 
keseluruhan adalah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), artinya 
nilai tersebut masuk dalam kualifikasi Gugatan Sederhana yang mana 




juta rupiah) sebagaimana Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 3 Ayat 1 PERMA 
Nomor 4 Tahun 2019. 
Terjadinya hubungan hukum perikatan antara Penggugat dengan 
Tergugat sebagaimana bukti kwitansi Pembayaran DP rumah bersubsidi 
type 36/60 desa Sidapurna Rt 36/04 Dukuhturi Tegal dari Desi Supriyanti 
kepada Nurjanah dan kwitansi Pembayaran DP kelebihan tanah rumah 
subsidi type 36/60 perum Purna Jaya desa Sidapurna Rt 36/04 dari Desi 
Supriyanti kepada Nurjanah, terkait pembayaran DP untuk pemesanan 
rumah subsidi sebesar Rp 13.000.000, di dalam perikatan tersebut memuat 
ketentuan apabila pengajuan kredit tidak disetujui Bank BTN, maka uang 
DP akan dikembalikan penuh 100% oleh Tergugat kepada Penggugat. 
Bukti P-2 yang menyebutkan pembayaran sejumlah uang senilai 
Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan bukti P-3 yang menyebutkan 
pembayaran sejumlah uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
merupakan satu kesatuan pembayaran DP yang tidak terpisahkan, 
sehingga perikatan mengenai pengembalian 100% apabila pengajuan tidak 
disetujui Bank BTN sebagaimana bukti P-2 berlaku juga untuk bukti P-3, 
jadi DP yang wajib dikembalikan Tergugat kepada Penggugat apabila 
tidak disetujui Bank sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). 
Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi 
karena Tergugat tidak mengembalikan seluruh uang DP tersebut, karena 
aplikasi kredit yang diajukan tidak disetujui Bank BTN Kantor Cabang 




Bank BTN Cabang Tegal kepada Kherul Amin tertanggal 1 April 2020, 
kemudian dalam surat bukti pada kwitansi Pembayaran DP rumah 
bersubsidi type 36/60 desa Sidapurna Rt 36/04 Dukuhturi Tegal dari Desi 
Supriyanti kepada Nurjanah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 
terdapat catatan dalam surat kwitansi apabila pengajuan kredit tidak di 
setujui maka uang DP akan dikembalikan 100%. 
Apabila dicermati dalam surat pemberitahuan keputusan aplikasi 
kredit tersebut ditujukan kepada Kherul Amin, dalam fakta persidangan 
dapat diketahui bahwa Kherul Amin adalah suami dari Penggugat, 
sehingga dari bukti tersebut sudah jelas bahwa pengajuan aplikasi kredit 
rumah oleh Penggugat melalui Tergugat tidak di setujui Bank BTN Kantor 
Cabang Tegal. Oleh karena pengajuan kredit perumahan tidak di setujui 
oleh Bank BTN Kantor Cabang Tegal, maka Tergugat mempunyai 
kewajiban mengembalikan uang DP Penggugat sebesar Rp 13.000.000,00 
(tiga belas juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan di antara mereka 
sebagaimana termuat dalam kwitandi bukti pembayaran DP, akan tetapi 
setelah Penggugat beserta Saksi Muksin mendatangi rumah Tergugat 
dengan maksud melakukan penagihan, Tergugat hanya menyatakan janji-
janji akan mengembalikan uang Penggugat, dan sampai saat ini uang 
tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat baik seluruhnya maupun 
sebagian, sehingga sudah jelas Tergugat telah melakukan wanprestasi dan 
sudah seharusnya dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar 




Berdasarkan analisis putusan perkara nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl 
yang memutuskan menghukum Tergugat untuk mengembalikan seketika tanpa 
syarat uang Down Payment (DP) rumah subsidi type 36/60 perum Purna Jaya 
desa Sidapurna Rt 036/040 Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal, sejumlah 
Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Penggugat menurut penulis 
sudah benar dan tepat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “Semua 
persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus 
dilaksanakan dengan itikad baik.”  
Pada prinsipnya jual beli merupakan perjanjian. Perjanjian didasarkan 
pada kesepakatan dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, serta tidak boleh 
dirubah sepihak tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya (Pasal 1338 KUH 
Perdata). Berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah 
menunjukkan dan membuat terang sengketa yang terjadi antara Penggugat dan 
Tergugat. Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian 
secara lisan dan pernyataan tertulis yang dibuat oleh Tergugat.  
Sesuai dengan asas konsensualisme yang terdapat dalam Hukum Acara 
Perdata, bahwa Perjanjian jual beli itu lahir ketika terjadi kata “sepakat” 
dimana ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata bahwa “Jual-beli dianggap 
sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai 




maupun harganya belum dibayar”. Hal ini sejalan dengan hukum adat bahwa 
apabila yang memberikan panjar tidak menepati kesepakatan, maka panjar itu 
dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjar yang melalaikan 
kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjar itu dan 
ditambah lagi dengan membayar uang sebesar panjar yang diberikan. Apabila 
Tergugat tetap tidak mau atau lalai membayar uang panjar sesuai perjanjian, 
maka Pengugat dapat menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi, dengan 
sebelumnya memberikan somasi terlebih dahulu kepada pembeli tersebut 






A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya panjar sama artinya dengan uang muka, persekot, 
cengkeram. Pengaturan mengenai panjar atau DP dalam hukum perdata 
dapat menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUH Perdata yaitu 
bahwa seseorang punya hak atau berhak menolak mengembalikan DP 
tersebut dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak oleh pihak lainya 
yang memberikan uang panjar. Atau dengan kata lain pembeli tidak dapat 
membatalkan jual beli secara sepihak, karena pada dasarnya jual beli 
adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah terjadi setelah para 
pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya (Pasal 1457 
jo. Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli adalah perjanjian, maka 
berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tidak dapat ditarik 
kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak (tidak 
dapat dibatalkan secara sepihak). 
2. Pertimbangan hakim dalam memputuskan perkara jual beli dengan uang 
panjar pada putusan nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Tgl didasarkan pada Pasal 
1338 KUH Perdata bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 
undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 




kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan 
oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 
Berdasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah 
menunjukkan dan membuat terang sengketa yang terjadi antara Penggugat 
dan Tergugat. Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atas 
perjanjian secara lisan dan pernyataan tertulis yang dibuat oleh Tergugat.  
B. Saran  
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Hendaknya dalam melakukan perjanjian jual beli dengan uang panjar 
(down payment) harus lebih konsisten atas kesepakatan awal dan 
bertanggung jawab dari masing-masing pihak terkait (penjual atau 
pembeli) agar terciptanya kepercayaan yang melekat dan dasar tolong 
menolong antar sesama manusia. Panjar boleh dilakukan asalkan 
masyarakat dalam melakukan jual beli sistem panjar apabila batal (tidak 
jadi membeli) sebaiknya, penjual mengembalikan panjar tersebut. 
2. Bagi masyarakat sebaiknya setiap transaksi jual/beli, para pihak sebaiknya 
menuangkan kesepakatannya secara tertulis dan dihadapan saksi atau 
Notaris. Kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian, dan diaktakan 
dihadapan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 
mengikat para pihak. Akta Notaris digolongkan sebagai salah satu Akta 
Otentik yang merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata. 
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